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WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 20.A TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 serta
untuk tertib administrasi penatausahaan keuangan dan
barang daerah perlu merubah Peraturan Walikota Tegal
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang . . .



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

13. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
PemerintahNomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 199) ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor
6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan
Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

22. Peraturan . . .
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Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dearah
Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun
2008 Nomor 395);

Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah
Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 8
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 28);

Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota
Tegal Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 9
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota
Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 29);

Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tegal
Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN . ..
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MEMUTUSKAN

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
WALIKOTA TEGAL NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2016
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tegal
Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Lampiran BAB V Penatausahaan Keuangan Daerah Huruf F
Pengelolaan Investasi Daerah Jangka Pendek Nomor 2 Pelaksanaan
Investasi Daerah Jangka Pendek huruf a diubah, huruf b dan huruf c
dihapus, sehingga keseluruhan nomor 2 berbunyi sebagai berikut :

a. BUD/Kuasa BUD atas persetujuan Walikota dapat menunjuk Bank
Jateng Cabang Koordinator Tegal dan/atau Bank Umum lainnya untuk
menempatkan investasi daerah dalam bentuk deposito dengan tingkat
bunga yang menguntungkandalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

d. Pendapatan bunga atas penempatan investasi daerah jangka pendek
merupakan pendapatan daerah jenis Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah.

e. Pengelolaan/penatausahaan investasi daerah  jangka pendek

dilaksanakan oleh BUD/Kuasa BUD atau pejabat yang ditunjuk oleh
BUD.

f. BUD/Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Walikota dengan
menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan kepada Walikota.

2. Ketentuan Lampiran BAB VIII Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

Huruf G Pembayaran Nomor 2 Halaman 111 ditambah 1 huruf yakni huruf
c yang berbunyi sebagai berikut :

c. Khusus untuk pembayaran prestasi pekerjaan yang bersumber dari DAK
menyesuaikan ketentuan juklak dan juknis DAK yang bersangkutan.

Ketentuan Lampiran BAB VIII Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa
Huruf G Pembayaran Nomor 7 huruf a Halaman 112 ditambah 1 nomor
yakni nomor 7) yang berbunyi sebagai berikut :

7) Bahwa ketentuan pembayaran pada nomor 5) dan Nomor 6) berlaku
untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung pada
tahun bersamaan, apabila pelaksanaan konstruksi fisik bangunan
gedung dilaksanakan tidak pada tahun yang sama maka dibayarka
nsesuai dengan kontrak.

Ketentuan Lampiran BAB VIII Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa
Huruf J Putus Kontrak Halaman 116 diantara Nomor 1 dan Nomor 2
disisipkan 1 Nomor yaitu Nomor 1A, yang berbunyi sebagi berikut :

1A. . ..
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1A. Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada nomor 1.b dan nomor 1l.c tidak
melampaui Tahun Anggaran.

Ketentuan Lampiran BAB X Pengelolaan Barang Milik Daerah Huruf C Tata
Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor 10 Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Halaman 159 sampai
dengan halaman 160 keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR dan
Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR diubah sebagai berikut:

Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR secara ex officio terdiri
dari:

a. Sekretaris Daerah Kota Tegal sebagai Ketua merangkap anggota;

b. Inspektur Kota Tegal sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;

c. Dua Orang Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota
Tegal sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;

d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan wurusan penunjang
Keuangan Daerah Kota Tegal sebagai Sekretaris merangkap anggota;

e. Anggota :
1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang
kepegawaian Daerah Kota Tegal,
2) Kepala Bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Tegal,
3) Kepala Bagian yang membidangi administrasi pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Tegal,;

4) Kepala Bidang yang membidangi barang Daerah Kota Tegal.

Keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR tidak dapat diwakilkan dalam
sidang. Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR sebelum menjalankan
tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai
ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR berada pada Badan Keuangan
Daerah Kota Tegal. Susunan Keanggotaan Sekretariat Majelis
Pertimbangan TP-TGR Kota Tegal adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
penunjang Keuangan Daerah Kota Tegal selaku Ketua merangkap
anggota;

b. Kepala Bidang yang membidangi Akuntansi Daerah Kota Tegal selaku
Sekretaris merangkap anggota.

c. Anggota :
1) Kepala Bidang yang membidangi PerbendaharaanDaerah Kota
Tegal,

2) Kepala Bidang yang membidangi Anggaran Daerah Kota Tegal,

3) Kepala Bidang membidangi Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Daerah Kota Tegal,

4) Kepala Subbagian yang membidangi Produk Hukum Daerah pada
Sekretariat Daerah Kota Tegal,;

5) Lima orang pejabat eselon IV pada Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan penunjang Keuangan Daerah Kota Tegal;

6) Kepala Sub Bagian yang membidangi Administrasi Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Tegal,

7) Kepala Sub Bagian yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan pada
Sekretariat Inspektorat Kota Tegal;

8) Satu . ..
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8) Satu orang Staf dari Inspektorat Kota Tegal;
9) Dua orang Staf dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
penunjang Keuangan Daerah Kota Tegal.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,
ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
ttd
YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPANA BAGIAN HUKUM,

RASETYO. S.Sos. M.Si.
/ Pembina
NIP 19731003 199311 1 001




